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ABSTRACT
Base.l on the Law nunbq 8, 2005 u)hich rcgulate^ lhe authotity of
rillage thete ate fNe basic finciples in rcgularing the authority of yitlose.
They arc : dtuersities, comh nity pa icipation, original autononry, yillage
level de o$atization and comnuniry empoviermeht. The connon prcblen
found in rcgional alttanony is hor.r the operation ol that allthotity is t h to be
suited with the etisting condition and capabiliti of the lrilage. Whek the
euphofia and the spirit to realize vilage autonomy are not fornulated in
delnite regulations, then ehat hdppens is none othet than the potentiality of
efect denor8tration thut ts the decli e ofvilage govetm,ent institution as a
result of being powerless to beat the vork btden and the atlthority which it
ow,ts. That's wlry when x'e sctulinize, what happert in ytlages is that
g@emment is tun acco ing to instincts following the traditions inhqite.t.
There oe nany decisioh 
- 
nake6 in vilase level (Head of l/illase and I/illase
cor8xltatiye body) who do not kno\9 how to develop thei. yi age potentialities
the rcslllt is th1t. thb eristing rillage autonony does ndt gh,e positive
contribution for the yillage enpowe. en as a u,hole. There are still nanyyillage: which lag behind in social as *eI $ developnent actiyities because
they are nable to rccoAnize the potentialities vhich ,hey ow^ Therc arc still
many t)illageA which stil do nor have a cleat ialea to realize the hea\'t blrden
at arthotv which they rcgatd as theh fight 
'hile in reality they are powe essin reatizihg it.
Keyv'ot^: the authotity.of rillage, illage lettel denocratization and
canmuni y empowelneht.
A. PEI\DAIIULUA}I
Pemberlakuan Undang-Undang No. 32 t^hun 2004 tentang pemerintahan
Da€rah telah monimbulkan terjadi p€rubahan yang stntegis dalam praktek
penyelenggaman pcmerintaban di desa. Meskipun perubahan shdtegis ini tidak
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menghilangkan komitmen pemerintal dalam upaya membangun otonomi desq
namun dalam pelaksanaarnya diciptakan sebuah koridor sebagai bingkai dalam
upaya penciptaan otonomi desa.
Otonomi d€sa bermaloa adanya kewenangan desa dalam mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya kewenangan ini maka desa
s€rta masyarakat[ya diharapkan mampu untuk tumbuh maju dan berkembang
dengan karsa dan kreativitasnya untuk memberdayakan beibagai potensi yan!
ada di desa untuk mewujudkan kesejaiteraan masyarakat desa.
Masalah umum dalam otonomi daerai adalah bagaimana peoyelenggaraan
kewenangan ters€but dilaksanakan disesuaikan dengan kondisi kead; dan
kemampuan desa yang ada. Ketika eu/]oria dan semangat mewujudkan
otonomi desa tidak dibingkai dengan aturan yang jelas, maka yang terjadi
adalah potensi teiadi\ya "demonstration eflect" yaiit runtuhnya iembaga
pemerintahan desa sebagai akibat tidak mampu beban kerja dan kew€nangan
yang dimilikinya.
Oleh kaiena itu apabila kifa ceFnati secam seksama, yang menjadi
persoalan adalai bahwa pemerintahan di desa berjala[ secara naluri mengikuti
kebiasaan yang dilaksanakan secam tumn-temurun- Banyak pengambil
kebijakaa di tingkat pemerintalan desa (Kepala Desa dan Bannusdest tidak
mengetahui potensi desatya yang untuk dikembangkan. Akibatnya otonomi
desa yang ada tidak memberikan kontribusi positif bagi upaya pemb€rdayaan
desa secam keseluruhail. Banyak desa ya[g tetap tertinggal dalam kegiatan
sosial dan pembangunan karcna tidak mampu mengenali potensi-potensiyang
dimilikinya. Banyak juga desa yang masih belum memiliki gambarin yangjelas
untuk melaksanakan beban kewenangan yang besar yang dianggapnya sibagai
hak narnun sesungguhnya tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakanny;.
Dengan demikian identifikasi tentang kewenangan desa saat ini menjadi
sangat rel€van dafl mendesak. ldentifikasi ini menitik beratkan pada pemotletan
mengenai seberapa besar kernampuad kewenangan yang dimiliki-oleh desa,
sesuai dengan ketentuan yang t;rtuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004.
B. METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu dengan
menggambarkan kebenamn secara cennat tentang apa yang teqiadi di lapangan,
dengan menggunakan catatan tedaddp dokumen tertulis, interview mend;am
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dengan melakukan analitik terhadap rekaman-rekaman tercebut. Data dan
informasi yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif
dan dilengkapi dengan analisis kuantitarif, yaitu dalam b€ntuk penyajian data
melalui tabel-tabel yang menghasilkan uku€n kuantatif
C. PEMBAHASAN
Analisis kelayakan kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh desa di
Kabupaten Magelang merupalGn an,lisis kewenangan yang s€lama ini
dilaksanakan oleh desa serta kewenangan lain yang dimungkinkan mampu
dilaksanakan desa. Beberapa kewenangan tersebut mencakup kewenangan di
bidang pertanian, pertambangan dan energi. kehutanan dan perkebunan.
perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal,
kepariwisataan, ketenagakerjMn, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan.
sosial, kesatuan bangsa dan perlindungan masyaralat, penatlra[ ruang,
pertanahan, permukiman, peker.jaan umum, perhubungan, lingkungan hidup,
politik dalarn negeri dan adminisrr.si publik, pengembangan otonomi daerah,
perimbangan keuangan, kependudukan. olah raga, perencanaan pembangunan,
penerangan / informasi dan keagamaan.
Dalam analisis ini akan dirinci semua lmsan yang sebagian besar telah
dilaksanakan oleh desa selama ini.
Analisis ini al,an menggunakan Lritera-kdteria- )ajtu :
Economic of Scale (EOS), Ekstemalitas (E) dal Akuntabilitas (AKK), EOS
mengacu kepada penyelenggaraan kewenangan asli oleh desa menciptakan
tingkat efisiensi, yaitu kesesuaian antara skala ekonomis dengan cakupan area
pelayanan. Semakin Iuas wilaya.tr pelayanan dan skala ekonomis yang
diperlukan pun lebih besar, semakin tinggi oto tas yang diperlukan. Dalam
analisis diberikan skala antara l-sampaidengan 5.
Ekrternalitai, mengacu kepada dampak yang ditimbulkan oleh
pelaksanaan srlafu kewenangan. Semakilr besar dampak yang mungkin timbul,
maka semakin besar pula otoritas yang diperlukan.
Akuntabilitss mengacu kepada kedekatan dan kemudahan pelayanan
kepada masyarakat.
Ukuran untuk mengetahui kelayakait dari masing-masing kriteria adalah
sebagai berikut :
EOS a Economic of Scale I besaran kegiatan secam ekonomiKecil : kewenangan layak diberikan kepada Desa
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Sedang
Besar
E
Kecil
Sedang
Besar
AK
Kecil
Sedang
Besar
kewenangan cukup layak diberika! kepada Desa
kewenangan tidak layak diberikan kepada desa
Ekstemalitas / dampak dan otorilas
kewenangan layak diberikan kepada Desa
kewehangan cukup layak diberikan kepada Desa
ke*enaogan tidak Iayak diberikan keDada desa
Akuntabit itas / kehudahan pelaynai
kewenangan layak diberikan kepada Desa
kewenangan culiup laya.k diberikan kepada Desa
kewenangal tidak layak diberikan kepada desa
Analisa Keleyek4n Kewenangan Desa Sektor pertaniao. perilalran datr
Peternakan
Tabel I
Alalisa Kelayakan Kewenangan Desa Sekor pertanian,
Perikanan dan petemakan
No. Xlasltlkasi
Uru3an
1
2
3
4
5
Penggarapan awal lanam padi
Penggarapan tanah kosong
Pembelian bibit bersama
Pengatumn tanaman p3garpengelolaan hnaman
Pekalangan
Membasmi dkus, anjing, batt
hutan dan hama lanaman'
pertanian lainnya
Koodlnasi antar telompok tanl
Mefibina kelompok larl
Pendalaan dan pelapoEn ha6it
pertanlan
Ponyebar luesan inlollnasi dan
pomoslp€lemaftan
Fasilltator penyuluhan penanian
Ke.il Kecillccil Kecil
Besar B€sar
l(ecil Kecil
Ke<ll lccil
Kecil Sedang
Mudah
Mudah
Mudah
Mudah
M!dah
Layak
Layak
Tidak
layak
tayak
fayak
Cukup
layak
Leyak
!ayak
Cuk!p
layak
Layak
Layak
Otonomi
Otonomi
0lonomi
Olonomi
0tonofii
0lonolni
olonomi
Oonoml
P€mbanluan
Penbanluan
Pembanluan
7I
10
11
12
Kedl K€cil lrudahK€.il lccil Mudah
Sedang Kecil Cukrp
Mudah
Mudah
Modah
Kecil
Keol
Kecil
Kecil
Kecil
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l(e$nanEaI
peianian
Pengasasan leftadap Kecil
penangkapan ikat dengan
bahan dan elal le arang dl
perakan umuri di wileyah desa
PengaruEn pdaklanaan (ecil
penangg0langan hame dar
penyekil secara tepadu
Penelapan sasaran areal dan Kecit
lokasi kegialan pengembangan
ahanPembanguna dan Besar
ls$$hda?rr ss\a )eNddaffr
saLuran untuk budidaya
Pengelolaan pepustakaan Ke.jt
buku-buku petunjuk leknis
Perlumbufian dan Kecil
pengembangan kelembagarn
perlanian
Pengelolaan balai benih ikan B€sar
yang ada di desa
Pengawasan lalu lintas tefiat Ke.il
yang ada dj dalam desa
Pemungutan reldbusi runah Seset
polong hewan yang ada di desa
Penyelenggaraan kebun bibit fecit
hijauan pakan temak
Pemberian ljin lsaha pdEngkai l(*lt
benlh / biht pedanian
PengaluEn pemanfaatan ai, K€dt
pada lingkal usaha tanl
M€ngadakan lamfian runput Kecil
Pengusahaen lanaman rumpul Kedl
PergomFrlan malanan lemak K€il
unluk peBedlaan di muslm
keinarau
Jrllb
otonoml
Olononi
Olonoml
AT Kld{krri
Cukup
17
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
26
28
Cukrp Psnbantuan
Iryal
Layak PembantuanKecil Cuk{p
(€il Mudah Iayak
Eesar Mudah
K€cil
oionomi
Layak otonomi
Tidak olonomi
\aya\
Besar
Kecil
Kecll
Mudai
Mudah
C!kup
Mudah
Mudah
Mudah
Kecil
Kedl
Ke.il
Kecil
Kecil
Kecll
Cukup oionomi
layak
Iidak Otononi
layak
Layak Otoromi
Cukup Otonomi
layaklayak olonorni
Layak olonomi
Layak olonofii
Mldah Layak
Mudah Layak
Mudah l4ak
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KeYcnangan Kasmkasi JenlB
Ururan
29 Menjaga hewan lemak
digembala di hutan
dii:lnkan
Layak Oonomi
Layak OionomiTidak olonoml
LayakTidek Olonomi
LayakTidak Otonorni
LayakLayak Otonoml
Layak Pembanluan
yang Kecil
yang
Mudah
Cukup
Kecil MudahKeol Sulil
30
31
32
33
34
35
Men! adaka n kandang desa
Pengebidan hewanianlan
Mengadakan pasar hewan
lvengalw penjualan hewan
ternak
l\,lencegah dan meoiaqa
Membanlu aparal pernedniah
mengadakan pameran hewan
Besar Cukup
Besar Cukup
Keci Cukup
Kecil
Kecil
Besar
Besar
K€.il
Kecil
36 Mengadakan pmeliharaan Ke.il
Dalam bidang perranian ini, nampal bahwa kewenangan-kewenangan desa
mengalami perubahan yang drastis sesuai dengan perubahan lingkungan.
Urusan-urusai yang dulunya menjadi urusan asal-usul, seperti pembeiian bibit
bersama, penggarapan tanah kosong, telah menjadi urusan dukuh atau
masyarakat. Selain itu pula dipahami baiwa urusan pertanian merupakan
urusan_yang kompleks dan sangat dipengaruhi oleh factor ekstemal, sehingga
menrllitkan desa dalam mengelola urusan ini, seperti harga padi yang sangat
dipengaruhi oleh hukum pasar.
Desa selama ini hanya melakukan koordinasi dengan p3A, mengatur pola
tanam dan mendorong KUD.unruk menjadi allor penling dalam minr.iung
produksi padi petani. Desa jlga memonitor lerami yanf akan dijual kepadi
pabrik jamur, guna persediaan pada waktu musim kemarau.
Dalam bidang petemakan, desa dapat melakukan pemantauan /
pengontrolan jual beli temak di desa atau antar desa. karena skala ekonomi dan
ekstemalitasnya kecil dengan cara rnembuat kartu jual b€li temak. Untuk itu
desa yang berdekatan satu sama lain dan mempunyai lahan yang potensial
untuk dikembaDgkan menjadi pasar hewan ini tidak ada lagi retribuiilual beli
temak sapi, tetapi diganti dengan pungutaD jual b€li temak tang rnenj;di milik
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desa. Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Dinas Perikanan dan
Petemakan yang berfingsi memonitol jual beli temak dan mernberikan
pelayanan kesehatan hewan dengan menyediakan doker hewan.
Analisa Kelayakrn Keweirdgatr Desa Sektor Pertambangan dsd Energi
Tat'el2
Analisa Kelayakan Kewena.ngan Desa SeLtor Pertarnbangan dan energi
Ke$nangan Ki6lfikasl JenlslJru3an
Tidak
layak
Layak
Tidak
Layak
Kecil Kecil
Kecil Kecii
Kecil
Kecil
3
'4
1
2
6
7
II
Pengeloaan pasir galian C
lanpa alai beral
Pembentukan kelornpok
penambang dan psrgav/asan
dan pembinaan brnadap
pedambangan kecil
Rekomendasi ijin pemanfaatan
at bawah lanah dan pemukaan
Rekomendasi pemberian
penambangan bahan galian
golongan C yang memakai alat
Rekonendasi ijin dan
pengawasan pengelolaan
bahan galiangolongan A dan B
Rekomendasi ijin pembangunan
lenaga listik yang baru
Rekornendasi ijin penambangan
Penyajian data dan informasi
Fasililator oenvuluhan
Kecil
Sesar
Kecil
Kecil
Kedl
K€cil Mudah
K€cil Mudah
Ke.il Mdah
Besar Sulit
Kecil Mudah
Eesar Sulil
K€cil Mudai
P€mbanluan
Pembanluan
Layak
Layak
Layak
Tidak
Layak
Layak
Lavak
otonorni
Dari beberapa desa yang mempunyai penambangal golongan C, terdapat
beberapa kewenangan yang layak rnenjadi kewemngan desa anta$ lain :
pengolahan lokasi galian C tanpa alat berat, pembentukan kelompok
penambang dan pengawasmnya, se-dangkan kewenangan-kewenangan lainnya
menjadi tugas pembantu2l saja. Alasan yang dikemukakan adalah kemudahan
pengawasan! darnpak lingkungan yang ditimbulkan dan skala ekonomi yang
kecil dalam ruang lingkup desa saja. Dua urusan yang akan menjadi
kewenangan dalarn rangka otonotui desa pun menjadi 
€kstemalitas yarrg kecil,
karena.dalam ruang lingkup yang kecil pula. Dengan kewenangai yang
dimilikiny4 desa dapat memp€rkecil ekstemalitas negatif dengan membuai
peraturan-peratlran sepertl pungutan desa" membentuk petugas pengawas yang
bekerja sama dengan Bamurdes dan membuat sisterny'ee uniuk pemungut.' -
Analisa Kebyaks! KewetraDgen Dese Sektor Kehutatratr dan perkebunan
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Tabel 3
Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Seldor Kehutanan dan perkebunan
No, Ke$nangan Jenis
Urusan
EOS AK Klasllikasi
I Pelaksanaan penanggulanQan
hama eksplosif2 Pengembangan kd€mbagaan
pelani dan pertumbuhannya3 Pengav/asan pelalsanaan
perluasan tanaman p*ebunan4 Merjaga hulan negara
5 Membantu maradamkan
kebakaran hulan dan lanaman6 Penghijauan dan konservasi
lanah yang lerdid dai ksbun
bibit desa yang lelah diss?hkar
kdpada desa dan penqetotaan
emhrng4mbung air yang
sudah dibangun desa,7 Pemberian ijin pengototaan
pedebahan non budidaya8 Pengawasan pengambilan hasit
hutan non kayu dalam ulayal
desaI Pengelolaan hutan des310 Pengawasan brhadap
pengambllan lumbuhan dan
penangkapan salwa liar yeng
Besar
Kecil
Kecil
Besar
Kecil
Ke.tl
Besar
Kecil
Ke.il
Eesar
Kecil
Kedl
Sulil Tidak
layak
Mudah Layak
Sulil Tidak
tayakSulil Tidak
tayak
Mudah Layak
Mudah Layak
Mudah layak
Lay.k
Olonomi
Otonomi
0lonomi
otonomi
0lonoml
Kecil
Kedl
Kedl
8€s3r
Kocil
Ke.il
Kecil Mudah Layak
8€s3r Mudah Layak
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E AX Ktasffir!3i .Jenlsllo. Xevlenfigan EOS
11
12
13
14
t5
16
17
Pdnbe'jan 
€konondasi ijin
pengelo{aan hut€n yang ada
dalam desa kepada fihak keliga
Me.lyediakan lahan pembibitan
Membanfu pencalaliur
penebangan kayu
Mengawasi hulan dai
penebanganliar
Rekomendasi surat ijin lebang
Kecil
K€.il
Kecil
Kecil
Eesar
Eesar
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Besar
Keail
K€{il
Mudah
M{dah
Mudah
Mudah
Mudah
Mudah
Layak
Layak
Layak
Layak
Tidak
Layak
Layak
otonomi
Pembantuan
Panbanluan
program
penghijauan
Mengkoordinir penyuluhan
Dalam mengurus masalah kehutanan ini perlu dipertimbangkafl untuk
bekerja sarna dengan perguruan tinggi karena membutuhkan pe.timbangan-
pertimbaigan obyek dali hasil kajian dan penelitian mauprm sumber daya
nanusia yang dinilai lebih berpendidika.n.
Analisa Kelayakan Kewenangan Dese Seldor Perindustrian dan
Perdagsngan
Tabel4
Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sekor Perindustrian dan Perdagangan
Keuprangan E0s Kt.rlfiksEt .Jenl3AXl,lo.
1 Menqadakan pdkedilan Kecil
n€lalui lumbung desa dan bank
K6cil Mudah 14ak
Kecll Mudah
Kecil Mudah
0lonomi
0loqomi
Clr,'lmi
2
3
4
desaMembangun dan
mengembengkan pasa rdesa
Mengadakan pemupukan modal
melalui usaha ekonor desa
Pengawasan psrcemalan
limbah indusfi
K€cil
Kecil
Besar
Layak
Tidak
Layak
Tldak
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Klasifikasl Jenis
Rekomendasl sulal ijin dalam
bldang usaha pednduslrian
yangadadidesa
Pengawasan lerhadap
Penggunaan alal UTTP (ukuran,
lakaGn, lnbangan dan
pedengkapannya)
Pengelolaan pasardesa
Fasililator perijin a n
Rekomendasi ilin u$ha
Penyaiian dala dan iniomas
mengena industd dan
Layak
Lay.k Olonorn
0lonomiKecil Mudah Layak
Kecil Mudah Layak
Kecll Mudah Layak
Ke.il Mudah Layak
7
I
9
10
Kecil
Ke.il
Ke.il
Ke.il
Kecil
Pada sektor perindustrian dan perdagangan di tingkat desa ussha yang telah
dilakukan adalah usaha perkreditan dan pemupukan modal. Usaha ini terbentur
pada aturan perbankan yang mensyaratkan atumn-aturan umum pe.keditan
rakyat. Harapannya adalah desa diberi keleluasaan pengelolaan perkrcditan
desa. Untuk usaha sektor riil yang dilakukan warg4 desa berfungsi sebagai
fasilitator pemasaran.
Keberadaan Pasar desa yang selalu ini kadang menimbulkan masalah antara
p€merintah desa dengan pemerinJah kabupaten, perlu dilakukan penjanjian bagi
hasil, karena selama ini desa menyediakan tanah kasnya, sedangkan Pemerintah
Kabupaten membangunnya. Pemerintah Desa melalui Kepala Bagian Ekonomi
Pembangunan / Kaur Pembangunal dapat melal:ukan pengawasan. Sedangkan
pada desa-desa yang mempunyai pasar desa tanpa campur tangan Pemerintah
Kabupaten, desa m€mpunyai otoritas menadk rehibusi desa.
Pemerintah desa dalam kaiian rekomendasi ljin usaha bidang perindustrian
melatukan fungsi pengawasan. Apabila dibangun indushi di desa
bersangkutan, maka pemerintai desa dapat membuat kesepakatan rekruitmen
tenaga kerja yang berasal dari desa setempat. Kesepakatan antara desa dan
investor terutama dalam rekruitrnen tenaga kerja, dampak lingkungan dan
keamanan berusaha,
Sedangkan untuk usaha perkreditan yang dapat dikembangkan di desa
sangat terhambat oleh peraturan perbankan. Seb€namya desa cukup marnpu
melaksanakan usaha dalarn bentuk pembentukan badan usaha. Rencana
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pemberian dana absdi untuk desa dapat diarahkan pada penguatan ekonorni
desa dengan memberdayakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang telah tumbuh di
desa yang bersangkutan.
Analisa Kelayaksn KewenEngan Desa S€ktor Perkoperasisn
Tab€t 5
Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Koperasi
Ke|€nangan EOS Xlaslfik.sl Jenl3
urusan
Rekomendasl penebilan dan
pencabulan badan hukum
Rekonendasi dan pengawasan
dana kedil prognm pada
Rekomendasi pemberjan kedil
program pada koperasi
Penyajian data lentang koperasiKoodlnalo. kegiaian
pembinaan koperasi dengan
Mendirikan badan usaha milik
de€a
Mendirikrn KUD /KlT
Eesar Mudah Layak
Mudah
Mudah
Layak Olononi
Kecil Kecil
Kecil KecilKecil Kecil
Kecil Ke.il
Kecil Kedl
Mudah Layak
Mudah Layak
Mudah Layak
Keberadaan koperasi di Desa merupakan salah satu kegiatna penunjang
dalaft perckonomian yang dapal seca$ langsung meningkatkan pendapatan
masyarakat desa itu sendiri.
Desa dapat berperan dalarn mencarikan tenaga-tenaga pelatih dalam aspek
manajemen ataupun lainaya sesuqi kebutuhan dad kopemsi. Desa dapat
menyelenggarakan acam-acam pelatihan untuk meningkatkan kualitas
koperasi.
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Analisa Kelayakrn Kewenangan Desa Sektor PenenamrD Modal
Tabel 6
Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Penanaman Modal
xtastfik'3t .Jenls
1
2
3
4
F,sllilaior pemberjan kedil dad
bank
Rekonendasi iiin
Keiasama dengan inveslor /
pemilikmodal
Pendidan k os / loko d*a
Layak
Layak
Kecil Mudah
Kecil Mudah
Kecil Mudah
K€cil
Kecil
Kecll
Ke€il
Olonomi
Selama ini yang tedadi banyal desa yang menyewakan tanahnya dengan
harga yang sangat murah dan jangka panjang kepada para investor. Seharusnya
jangarr hanya sekedar sisrcm sew4 tetapi dengan tanah kas desa itu, desa
memiliki saham terhadap perusahaan. sehingga pada akhir tahun desa
memperoleh SIIU yang cul':up besar. Dengan sistem SHU seperti ini desa
mendapat keuntungan yang cukup besar dibandingkan dengan sistem sewa
trn2h
Sebenarnya pengurusan perijinan mengenai kerjasama desa dengan pihak
ketiga itu mudah dan lancar, walaupun perijinan itu sampai ke Gubemur, hanya
sekitar 3 bulan sudah dapat turun. Dalam masalai perijinan ini, seharusnya desa
diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi. Maka perlu ada penggalian
pemberian ijin prinsip yang berlaku 1 tahun itu ke pemerintah desa. Desa yang
tahu dampak positif maupun negatif da.i adanya suatu kegiatan, maka desa
harus diberi kewenangan untl* menyetop kegiatan itu jika memang terbukti
merugikan masyara,kal.
Dalam masalai status tanah] BPN memang berkewenangan untuk
mengurusi masalah status tanah ini. Namun demikian desa sehanrsnya diberi
kewenangan untuk menentukan ijin lokasi. Desa yang lebih mengetahui dimana
lokasi yang produkif dan dimana lokasi yang tidak produktif.
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Alalisa Kelayakan Kewenangan Desa S€ktor Kepariwisatsan
Tabel 7
Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor pariwisata
r
Kecil-
No,
T
Kewenangan EOS AK Kla3lflkall JenlBlJrusan
Pengelolaa" .byek wisala
daam desa di luar €ncana
indukparlwisat.
Pengeloaan lempal kemping /
Pengelolaan lempat rekeasi
dan hlburan umum dalam desa
lzin dan pengawasan pondok
wsata pada kawasan wisata
yang ada di desa
Pemlngulan paiak hotel dan
restoran Vanq ada dalam desa
Kedl Cukup oton.ni
MudahKecil
Kecil
Kecil
2
3
Kecil
Ke€ll
Kecil
Kecil
Layak
Layak
0tonomi
olonomi
0lonomi
Otonomi
Dalam hal urusan wisata- desa selama ini telai banyak melakukan kegiatan
yang mendukung wisata.. Diantaranya adalah pengelolaan parkir. lni perlu
diteruskan karena yang dapat menjaga keamanan tempat wisata adalah pihak
desa, mendirikan warung atau kios, dengan mempriodtaskan bagi warga
setempat untuk mendirikan kios tersebut. Desa juga diberi kewenangan untuk
mengonhol kegiatan wisata agar tidak menjurus pada penyakit masyarakat.
Tarif rnasuk tempat wisata hendaklah jangan te.lalu tinggi atau membemtkan.
Jangan mencari keuntungan besar tetapi hanya sesaat saja. Desa perlu diberi
kewenangan untuk mengatur dan mengontrol harga makanan dan baralg agar
dapat sesuai dengan prinsip kewajaran harga yang berlaku.
Masalah perijinan mendirikan warung, sebaiknya apabila warung kecil (di
bawah 30 orang), maka yang b€rhak memberikan ijin adalah desa. Masa
berlaku ljin inisebaiknya 3 tahun.
Kegiataa carnping selarna ini yang tidak diketahui oleh pihak desa, tidak
perlu lebih diatur pengawasannya. Padahal masalah keamanan dan ketertiban
pada akhirnya yang bertanggung jawab adlaah desa. Oleh karena itu ijin untuk
melakukan kegiatal camping sebiiknya diserahkan kepada desa. penentuan
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tanah atau lok sipun juga desa. Dan tanah yang digunakan untuk kegiatan itu
tanah kas desa.
Penataan bangunan / fasilitas fisik wisata seharusnya dapat dikerjakan oleh
desa sehingga dapat lebih membantu kegiatan masyarakat untuk ikut berperan
dalam bidang pariwisata.
Andisa Kelryrkrtr Kewetr.Dgstr Desa Sektor KeteDrgikcrjian
Tab€l 8
Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sekor Tenaga Kerja
Kewenangan l{asifikasi Jenis
Uru3an
Kecil Kecil
Kecil K€cil
Ke.il Keil
Ke.il Kecil
Kedl Kecil
1
3
4
5
Pendalaan dan
pengklasilikasian lenaga kerja
Menginfoflnasikan kepada
rnasy;akal lentang lowongan
pekeiaan
Rekomendasi su€t+ural
Penyajian dala ketenaga
kerjarn
Fasililaior penvuluhtrr
Mudan
Mudah
Layak
Layak
Mudah Layak
Mudah Layak
Dalam urusan ketenagakerjaan, desa dapat diberi peran dalam memberikan
rekomendasi bagi para pencari kerja yang mengajukau lamaran pekerjaan.
Pemerintah desa dapat menerangkan bahwa pencari kerja tersobut memang
benar warga desa setempat.
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Analisr K€layrkan Kerenangar Iresr Seldor K€sehatan
Tabel 9
Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Kesehatan
AXllo. Ksficnrngan EOS tftrtfkld .J€nl8
1 Penyullhan sederhana bntang Mudah
Ke.al
Kecil Mudah
Kecil l,ludan
Kecil Mudah
Kecil lrudah
Kecil Mudan
Kedl Kecil Mudah
Layak 0lonomipmberantasan penyakit
rnenular2 Ke,{espadaan dini leftadap
teiadnya kejadian luar biasa
dengan membeikan lapolan lx
24 jatr'
dengan mefibedkan
r*oftendasi kepada penduduk
Yang membuluhkan
Mengadakan p€nyuluhan
Mudah Layak
Layak
Layak
Iayak
tayak
Iayak
Layak
Layak
0tonomi
0tonomi
0lonomi
Otonomi
Otonomi
0tonomi
3 Pengawasan, dukun bayi, ttdan
desa dan polindes4 Pela,ksanaanposyandu5 Pembinaan dan pengawasal
upaya kesehatan tadisjmal6 Penge olaan dana kesehalan7 Kegialan makanan tanaman
obalkeluaqa8 Mendalangkan penduduk pada
saal ada program l(€sdralan
nasional sepedi PlN, Bulan
vitamin AdllI lvlenganlad@r orang sakit atau
nrenganju*an orang sakil
Kedl
Kedl
K€cil
K€cil
Kecil
Kecil
10
11
12
14
Pendalaan
Ke.il
K€.il
Ke.il
Keol
Kedl
Layak
Lay€k
Lay8k
byak
Layak
masyamlalFaslliElor p€nyuluharl
kesehatan
Pemantauan wabai penyakll
Pembenfukan kedff kea€halan
desa
(ecil Mudah
K€cil Mudah
Kecil Mudah
Kecil Mudah
Kecil Mudah
Pembanluan
P6mbant!an
Pembaniuan
Pembanluan
Pembanluan
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Dalam urusan kesehatan. desa dapat dibe.i peran dalam penyediaan fasilitas
lanah dan bangunan untuk Legiatan kesehalan di desa. Namun demikian- karena
lenaga-lenaga aili kesehatan di desa masih langka- maka sebaiknya. lenaga_
tenaga ahli itu tetap didatangkan dari lkbupaten. Jadi dalam hal iniiesa han"va
bersllat membanlu. Jadi pada dasamya desa dapat membantu menyediakan al;u
memfasilitasi berbagai keperluan kegiatan kesehatan di desa.
Aoalisa Kelayakan K€wenaDgan D€sa Sektor petrdidiksn datr K€budeyaa!
Tabel 9
Analisa Kelaiakan Kewenangan Desa Sektor Kesehatan
No. EOS JenisKlasifikasl
2
3
Berpailsipasi dalam penyedia-
Layak Pembantuan
Layak Pembanluan
Layak Pembanluan
Tidak Pembantuan
Layak
an lahan unluk pembangunan
TK, SD. SLTP dan SLTA
Menyajikan dala tenlang
pendidikan dan kebudayaan
Pembinaan dan penFluhan
Pengembangan kes€nian dan
kebudayaan
Rekomendasi unluk
nemberikao surat keleranoan
bea siswalklt memberikan kfftribusi
lntlrk melengkapi dan meEwal
'serta merehalililasi saaana
pendidikan seperli pembangu-
nan lisil, qeduno, mebeta[,
.pengadaan sarana
laboralodurn, peDuslakaan dan
buku pggangan siswa
lkul membe.ikan kotdbusi Be$rpeningkalan kesejahteraan
lenaga pendidrkan sepedi uan!
lelah, kelebihan jan nengajar,
transporlasl dan perumahan
KeciJ
Ke€il
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Eesar
Mudah
M0dah
Srlil
Eesar Sulil Tidak
Layak
Pembantuan
uru unluk daerah
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l{o. Klaslfikasi Jenis
Urusan
Kecil KecilMenye enggarakan kursus alau
pelalihan
Meningkalkan peran laman
bacaan masyarakal pada pusal
kegiatan belalar nasyarakellkul memfasililasl dan
memo vasi kelompok*elompok
belajar yang ada didesa
Menggali, menbina dan
.nengembangkan befln;cam
seni yang hidup dan turnbuh di
desa ba k seni lradisional
lkul memfasililasi pembinaan
organisasi dan kegialan
Mengorcanisasi kesenlan
Kecil Mldah
Otonomi
Olonomi
0lonomi
Otonomi
Olonomi
Mudah'
Layak
Layak
Layak
Layak10
11
Ke.rl Mudah Lay.k
Desa-desa di Kabupaten Magelang mempunyai banyak kewenangan dalam
pendidikan dan kobudala.in yang sudah ada sejak dulu yaitu dalarn hal
penyediaan lahan untuk pendidan gedung sekolah dan p€mbantuan untuk
penerimaan murid terutama sekolah dasar. Pada saat ini dimungkinkan
kewenaogan desa lebih luas lagi terutama apabila belum ada TK di desa,
pemerintah desa secara otonom bisa mendirikannya. Pemerintahan desa
sekamng mulai pula dilibatkan dalam pengawasan pemeliharaan sekolah
maupun terlibat dalam komite sekolah. Sedangkan pada urusan pendidikan
lainnya pemerintah desa lebih menempatkan dirinya dalam tugas pembantuan.
Tetapi peran desa yang cukup adalah pada sektor kebudayaan. Pemerintah desa
mempunyai kewenangan mengorganisir kelompok kesenian dan melaksanakan
sepenuhnya adat istiadat yang ada. '
Dengan keterlibatan desa dalam komite sekolah diharapkan juga
keterlibatan sekolah di dalam pemelihaman prasarana fisik sekolah melalui
ket€rlibatan langsung di dalam proyek-proyek rehabilitasi gedung sekolah.
Desa dapat berperan di dalam pengawasan di clalarn pembangunan atau rehab
gedung sekolai-sekolah.
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Atralisa Kelayaksn Kewetrangan Desa Sektor Sosial, KesatusD Bargsa dan
PerlindungrD Masyarakat
Tabel I I
Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Sosial, Kesafuan Bangsa dan
Perlindun gan Masyarakat
tctrn*llt .J€nl'No. XovEnrngan E08 'AK
Pendalaan penyandang Ke{il Kecil Mudah L4ak
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kail
Ke.il
Kecil
Kecil
Kedl
Kedl
Kecii
Kecil Mudah
Kec Sulit
Kec Mudah
Kecil Mudah
lccil Mudah
K€cil Mudah
Ke.il Mudah
Kecil Mudah
Kecll lrudah
lGdl Mudah
Kedl Mudah
Pembanluen
Olonomi
Olonomi
Pembanluan
Pembanfuan
Oloiomi
Penbaifuan
Pembanluen
fiasaah sosial dan polensi
kesejahle€an sosial2 Penbinaan pekeia sosial
masyarakat dan organisasi
3 Mengeluad€n sural keterangan
miskin4 Pengurusan orang terlantar
5 Membedkan rekomsrdasi
penoinlaan bantuan pada
pemerinlah desa6 Rekomendasi ijin keEmaiin di
desa7 Penang$rlangan b$cana alam
skala desaI Pengawasan dan pembeian ijin
penyewaan kaset video, play
slation, dlI lnventaris pstdtduk
penyandang c€cat sosial10 Penyalur bantuan unluk orang
rniskin1l Pemblnaan k€pada organisasl
sosialdesa12 l\,lengelua*an surat
rekomoldasi t6ringanan13 Menyanluni anak€nak miskin
dan pufu6 sekolah
Keail Layak
Layak
Tidak
Layak
Layak
Layak
Layak
Layak
Layak
!ayak
Layak
l4ak
Layak
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ADalisa Kelayakrn KeweDangatr Desa S€ktor PenataaD Ruatrg
Tabel 12
Analisa Kelayakan Kewgnangan Desa Sektor Penataan Ruang
llo, KorFnengan Xla!flte3l JenblJru!rn
Kecjl Kecil Mudah LayakKecil fucil Mudah Layak12 R*omendasi IMBPenyajlan data pemanfaatan
ruanq desa
0tonomi
Masalah yang dihadapi desa adalah adanya ketidat cocokan pemanfaatan
lahan yang sudah ada dengan keputusan dari kabupaten. Pengaturan tata ruang
untuk kegiatan indushi, untuk lalran perranian, pemrukiman penduduk belum
direncanakan secan matang dan terkoordinasi. Untuk itu diperlukan
kewenangal desa untuk ikut memberikrn pertimbangan dalam pemanfaatan
tata auang.
Analisa Kelayakan Kewenangan Desa SeL(or Pertanahan
Tabel I 3
Analisa Kelayakan Kewenatrgan Desa Sekor Pertanahan
Kesenangrn Kt'3tffta.t 
- 
Jenls
1 [iemb€dkan sllai keterangan
atas hak alas lanah2 Penolapen balag de6a3 Penelapan batas tanah ulayal
4 Peny€le6aian sengkela tenah
linOkat desa
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil Mudeh Layak
Kecil Mldah Layak
Kecil Mudah Layak
0lonorni
0tonomi
0lonomi
OlonomiB€sar Sulil !ayak
Urusan pertanahan khususnya dalarn segi stafus tanah merupakan
kewenargan dari BPN, sehingga desa tidak mempunyai kewenangan untuk
mencampurinya. Akan tetapi desa mempunyai kewenangan untuk menentukan
t6l
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lokasi kegiatan yang akan dibangun. Unluk itu desa berhak untuk mernberikan
pertimbang€n pemberian tin penggunaan tanalnya.
Anrlisa Kelayal(ln Kewetrangan Desr Sektor Permukiman
Tabel 14
Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Permukiman
No, l(ewenangan EOS Kaslllka.l Jenl3
Rekomendasi pembukaan
Penyajian data pennukimanFasilitalor pentlluhen
Penalaan kembali pemukiman
Penlawasan pelaksanaan iin
Kecil Mudah
Xecil Mudah
Kecil Mudah
K€cil Mudan
Kecil Mudah
Kecil
Kecil
Kecil
Ke.il
Layak
Layak
Layak
Layak
Layak
Pembaniuan
0lononi
Permasalahan di bidang permukiman adalah masih adanya tanah-tanah
produktif yang digunakan untuk permukiman, oleh karena itu desa harus
diberikan kew€nangai untuk memberikan rekomendasi penggunaan tanah
tersebut.
Analisa-KelayakrD KewetrstrgsD Desa Sektor Pekerjaetr Umtm
. Tabel 15
Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Pekerjaan Umum
Llo. Kewmngan EOS AK lftrlllk il Jenl3
lJrulan
tayak Otonomi
kabupalen yang berada di desa
K€cll lccil Mudah2 llrB lang berada didesa tt t t udah Layal pembantuan
1 Pemelharaan Min Jalan Kecjl Kecil
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No. Kercnrngan EOS AX l$!nka3i JsrbUBsan
4
ligasi desa yang meliputi
pembangunan, pengawasan
danpemelihaEan
Pengelolaan, pemelihalaan dan
pemaniaalan ak belsih, jadngan
irigasi, pemompaan, saluran
lersier yang ada di desa
Pernbangunan dan
pemoliharaan jalan 
.dan
jembalan dosa
Mengurus p€kerjaan umum
Mengurus benda-benda milik
Penyajian daia lenlang kondisi
K€cil Mudah layak
'Kedl K€cil tayak
l{€cil Mudah
0too([ni
Pembe uan
0ic{omi
Olonomi
Olonomi
K€cil Mudah
K€cil Mudah
6
7
I
Kecil
K€dl
Kecil
L!yak
Layak
Layak
Layak
Pelaksanaa! kewenangan desa ddam bidang pekerjaan umum hendaknya
tetap dalam koordinasi dengan pemerintai di atasnya karena berhubungan
dengan nilai €konomi yang cukup besar, sehingga desa tidak mampu untuk
membiayai secara mandiri.
Analisa Kelayak tr Kewetralgetr Dess S€ldor Perbubungan
Tabel 16
. Analisa Kelayakan Kewenangad Desa Sekor Perhubungan
l{o, Kovjinangan E0s At{ Kl$llil.!l Jenl3Urusan
Pengelolaan pa*l / p€mangke-
lan kenda€an di pasar, lghpal
wisaia dai l*asi lainnya yang
ada di dalam desa.
Pembangunan dan
pengawasan ialan desa
Layak olonomi
Kecil Mudah LayakKecil
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llo. Kesensngan Eos E AX Xta6ifikast .l1ll:
3 Pengawasan dan pemeliharaan Kecil Kecil Mldah Layak Olonomi
rambu{ambu jalan seft alal
perlengkapan jalan lainnia yang
bemda di desa4 Pengawasan kelas ialan Ke.il Kecll Mudah Layak Pembanluan
kabupalea yeng ada di desa5 Monitoing teftad.o kondisi Kecil Ke.il Mudai Layak Pembanluan
jalan umum6 Penyajlan data lentang kondisi Kecil (e.il Mudah Layak Pembantuan
jalan
7 lvlemberiiiin Denoounaan lahan Kecil K€cil Mudah Lavak Olonom
Dalam kewenangan sektor perhubungan maka diperlukan usaha atau
kegiatan yang perlu dilakukan yaitu :
l. Perlunya swatelola jalan desa yang dilakukan ol€h desa sendir; tanpa
campur targan pihak ketiga (pemborong).
2. Ad^Di^ penyaluran dana dari atas dengan model pemberdayaan
masyarakat.
3. Pembatasan berat kendaman yang masukjalan desa.
4. Memungut retfubusi bagi kendar"aan yang l€wat untuk biaya pemelihalaan.
5. Monitoring dan pengawasan terhadap jalan desa secara kontinue.
Analiss_ Kelsy|k|n Keyenengan Desa Sektor Lingkungan Hidup
Tabel 17
Analisa Kelayakan Kevienangan Desa Sektor Lingkungan Hidup
l{o. Kowenangln EOS E AK Kt.3tflkrlt 
,*l'.3n
1 Fasllltalorpenyuluhan Kecil Ke.,l Mudah Layak Pemuniuan2 Monitoring keru$kan Kecit Kedt Mudah Layak Oionomi
lingk!ngan3 Penyajian data tentang Kecit Kedt Mudan Layak pembanluan
linqkunoan hduD
164
Analitb Keu,enangan De:a di Kabnpaten Magelang (Eny Boedi Ofiawat,
l,lo, Kevcnangrn EOS AK l{a3lfk.sl Jeni!Urutrn
4
'5
6
7I
I
10
11
12
Penelapan anggaran desa .
Pemberdeyaar dan pelesladan
lembaga adal desa
Penelapan peletu€n desa
lcrjasama anlar desaMenoeluari€n sural
rckomenda6i
Pendalaan organisasi sosial
masYa€*al
Menyajikan data dan inlormasi
lenlang kegiatandesa
Penjagaan gardu desa
Membr.rat dan mem€lihara
gadu desa
Kecil
Kecil
Kecil
Keail
Kecil
Kecil
Kecil
Ke.il MudahKe.il li,ludah
Mudah
Oto{romi
0tononi
0lonomi
Olonomi
Olonoml
0ionomi
Penbanluan
Olonomi
Otonomi
Otonomi
0lonomi
Otonomi
Olonomi
Olonomi
Otonomi
Olonomi
0lonomi
Layak
Layak
L!yak
Layek
Layak
lccil Mudah
Kedl Mudah
13 Psrjagaan lumb0ng desa14 Penjagaan kantor desa15 Palroli desa / onda16 Pembenlukan hansip desa17 Koodinasi dan monihdng
penylluhan ketenlraman dar
keleniban rfilayah18 Penanggulangan bercaia alam19 MenyelengoaEkan petayanan
Xecil
Kecil
Kedl
Kecil
. Kecil
Ke.il
Kedl
lccil
Kecil
Kecil
&cil
Layak
Layak
Layak
Layak
Layak
Layak
layak
Layak
Layak
K€.il Mudah
Kecil Mudah
Kecil Mudahlcdl MudahK€c Mudah
Kecil Mudah
Kecil Mudah
Kedl Mudah
Kecil Mud.h
20 Pengelolaan a6ip desa Kecit Kecjt Mudai Lavak
Secam politik dan administrasi kewenangan tersebut di atas memang sudah
melekat didalam kewenangan desa itu sendiri.
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Analisa K€layakatr KewenaDgsn Des. Sektor Pengembangan OtoDomi
Daerah
Tabel 19
Analisa Kelayakan Keweiangan Desa Sektor Pengembangan Otonomi Daerah
l{o. fcv€nangan EQS AX Xl.3lfl*N.l Jenl3llruien
1 Fasililator kegialan kooidinasi2 Sosialsasi program{rbgram
pemerjnlah daerah ke dusun3 Melaklkan rapal koordlnasi
dengan perangkat desa4 Melakukan koodinasi denqan
5 Sosiallsasi rencana pembangu'
nan dengan nasyarakat6 P€ngawasan tsiadap
pembangunan
7 Peflgawasan obyek-oby€*
pembzngunan
8 Menyusun €ncana pembang-
unan desa dengan Bar.nurdesI Peflgendalian pembdEunan
de$
i0 Evaluasi lenbanqunan desa
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Xecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
K€cil Mudah
Kecil Mudah
Kecil Mudah
Kecil Mudah
Kecil Mudah
Kecil Mudah
Kecil Mudah
Kecil Mudah
Kecil Mudan
Kecil Mudah
0tonomi
Otononi
otonomi
Oionomi
otonomi
oionomi
Otonomi
Otonofii
Otonomi
Layak
Layak
Layak
Layak
Layak
Layak
Layak
Layak
Layak
Dengan era otonomi psrda saat ini maka pemerintah desa telsl meletakkan
dasar-dasar pengembangan otpnomi desa yang akan dilaksanakafl. Ha{ya
diperlukan sosialisasi kepada masyarakat setempat.
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Atralisa KelayakaD Kew€nrtrgan Desa Sektor Perimbargar Keuangan
Tabel20
Analisa Kelayakaa Kewenangan Desa Sekor Perimbangan Keuangan
Io. Xes/enangan EOS Klarlllla!l Jenl3
Urusan
K€dl Mudah Layak
Kecil Mudah Layak
Kecil Mudah Layak
Kecil Mudah Lavak
2
3
Penggalian PAoA Kedl
Melakukan pungulan de$ Keail 0lonoml0lonomi
0lononi
0lonomi
anggaran Kecil
pembangunandesa
Menaelola rclibusi desa Kecil
Sekor perimbangan keuangan desa setelah diberlakukannya perda tentang
pemerintah daerah maka desa dinilai layak menjadi kewenangan desa. Hal ini
dilakukan dengan menggunakan prinsip ekonomis, ekstemalitas dan
akuntahilitas
Analisa K€layakrn l(ewedangatr Desa Sektor Kependudukan
Tabel22
Analisa Kelayalan Kewenalrgan Desa Sektor Kependudukan
No. Kewenangan EOS AX Klaslfikarl Jenls
lJru3an
1
2
3
4
5
6
Ponodilan (TP dan KK
Melakukan pendaEan dan
pembinaan dalam mulasi dan
P96ebaran pendlduk
Penga$/asan l€rhadap
Psr€daran alat kontres€p6i
Pelaksanaan penyuluhan KB
Pembinaan terhadap kader KB
Rekomendasi ahe
kependudukan / kelahiran
Kecil KecilKecil Kecil Mudeh Layaki,ludah Layak
Mudah Layak
Mudah LayakSulil TidaN
Layak
Mudah Layak
Olonomi
0lonomi
0lonom
Otonoml
olonorni
Pembanluan
Kecil
Kecil
Be$r
Xerif
Kedl
Kecil
Ke.il
Ke.il
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Kev/enangan EOS E AX Xla6llika6l lt::
7 Penyajian dala dan Informasi Ke.il Kecil Mudah Layak olonoml
ienlang kependudukan0 Koordinasi masebh Keail Kecil Mudeh Layak Pembantuan
lransfiigrasiI L,lemhat pela monogmfr dan Ke.il Kedl Mudah layak Otonomi
slalistlk lependudukani0 Fasililalu penyufuhen Ke.il Ke.il Mdah Layak P€nbantlan
kep€ndudukan
11 Pembualan sua! kelahirar dan Kecil Ke.il Mudah Layak olonomi
kemalan
Adanya kewenangan di sektor kependudukan yang sekarang lebih banyak
dilaL:ukan oleh desa maka diperlukan batasan-batasan keweangan tersebut.
Ohh Raea
Tabel22
Analisa Kelayaikan Kewenangan Desa Sektor Olah Raga
No. Ke$/enansrn Eos E AX Klasmk.3l 
.f1l:
1 Fasililelor penyuluhan olah raga Kedl Ke<jl Mudah Layak Pembantuan2 Rekomendasl mngikuli Kecil K€cil Mudah byak Pembantuan
tlmamen / lomba3 Penyebaran infomasiolah raga Kecil K€cil Mudah lryak Olonomi4 Monr€dlakan lasililas dah lroa lftdl lcdl Mudah Lrvak Otonoml
Kegiatan olah raga yang ada di desa saat ini belum sepenuhnya menjadi
kewenangan desa hal ini dikarenal€n masih kurangnya fasilitas pendukung
kegiat n olal raga yang ada.
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Analisa Kelayskan Keweoangrtr Desa S€ktor Perencsosan pedbangrnen
Tabel23
Analisa Kelayskan Kewenangan Desa Sekor perencanaan pembangunan
l{o.
T
Kevcnangan EAK Xh!|ffk.!l Ulu6anEOS
Kedl
Kecil
OUmmi
Otftomi
polensldesa2 Penyusunan per€ncanaan
p€mbenguan desa Secala
parlisipaiif
K€.ll
Kecil Mudeh Layak
Pada sektor ioi, masih banyak ditemui di lapangan bahwa aparrt desa
belum sep€nuhnya mengetahui potemi yang ada di desa mereka tersebut,
padaial kewenargan berada di desa tersebut.
Analisa Kelayakatr Kewenangan Desr Sektor petrerangan / Infor:masi dan
Komutrikasi
Tabel24
Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sekor Penerangan dan Komunikasi
lilo. Kdenangrn EoS Klr!hklil Jonls
lJru3an
1 Sosiaiisasi hutum dan perila Kecil
Ke.il
Kedl
Kedl
Kecil
x*r
lccil Mudah
(e{il Modah
lGcil Mudah
Kecil Mudah
Kecil Mldah
lcdl Modah
Pembantuan
Pembantuan
olononi
Pefibanluan
P€fiba,ltlan
Layak
Layak
Layak
Layak
layak
Leyak
kepada masyamkat2 Sosislisasi progEm teda
pem6rintah
3 Pembinaan kelompoft
komu nikasl sorial4 Pengawasan peEdaran fltn
kellling5 Psnberjan ijin p€flgetotaan
lempal hlbuEn6 Penyolenggaraan sosialisasl
berbagai kebiiaksanaan daeBh
melalui media penemuan
.t69
Pada sektor ini pemerintah desa belum banyak berperan, tetapi lebih
banyak dalam hal tugas pembantuan. Urusan otonomi lebih banyak dilakukan
pada pembinaan kelompok-kelompok sosial yang ada.
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Analiss Kelayakso KeweDatrgan Desa Sektor Bidaog Keagamasn
Tabel25
Analisa Kelayakan Kewenadgan Desa ScKaor Keagamaan
Ke$,enangan Ktas lrrsi .Jeni6
Kecil Kecil
Kecil KeolKecil Kecil
Kedl Ke.il
1
2
3
Pemelihaaan ternpal ibadah
Mengadakan sedekah bumi
Mengadakan ruwah desa
Layak OlonomiLayak olonomLayak Otonomi
Mudah
Mudah
Bidang keagamaan lebih banyak dilakukan secara penuh oleh masyamkat
setempat,
D. SIMPIJLAN
_ 
Perwujudan otonomi nlasyarakat desa adalah suatu proses peningkatan
kemampuan masyarakal untul berpartisipasi menuju kehidupan masy-arakaI
desa yang diatur dan digelalkan oleh masyarakat dengan prinsip dari, oleh dan
untuk masyarakat. Otonomi masyaiakat desa dicirikan oleh adanya kemampuan
masyamkat untuk memilih pemimpinnya sendiri, kemampuan pemerintah desa
dalam mela-ksanakan fungsi-fungsi pemerinuhan sebagai perwrjudao atas
pelayanan lerhadap masya$kat d&i segi adminitrasi pemerintahan dan
pelayanan umum.
Dengan demikian lntuk me\trrdudkan otonomi desa maka ada beberapa
rekomendasi yang bisa digunakan untuk mengatua tentang kewenangan desa :l. Perlunya perangkat hukum yang mengarur keweiangan deia. Dengan
demikian desa mampu membuar kebijakan-kebijakan yang tepat y;g
berguna untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian desa. '
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2. Perlunya identifikasi secara jelas dan tegas untuk melaksanalon
kewenangan-kewenangan yang aksm dilaksanakan di desa. Hal ini untuk
mengetahui kesiapan dari desa untuk melatrsanakan otonomi daerah.3. Pembagian kewenangan tidak bisa secara mutlak diterapkan di masing-
masing desa yang ada di Kabupaten Magelang. Hal iniridak terlepas dari
karakteristik / ciri khas baik secara geografis maupun sejarah yang dimiliki
di masing-masing desa tersebut.
4. Perlunya kerjasama dengan dinas / pemerintah di atasnya yang didasarkan
pada pembagian hasil / kornpensasi yang jelas sehingga tidat ada yang
dirugikan.
5. Adanya pengurangan intervensi dari kabupat€n ke desa. Hal ini bisa
dilakukan dengan mengurangi produk-produk perda yang isinya justru
mengekang keleluasaan masyarakat desa untuk mengalur dirinya sendiri.
Padahal banyak produk perda yang dihasilkan melalui sidang-sidang yang
masih terbatas bagi kalangan elit ekekutif daerah dan badan legislatif
daerah. Untuk iru seharusnya perda rnengenai d€sa sebelum diterapkan agar
disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait antara lain masyaraln.5
pemerintah desa, LSM yang mempunyai lingkup tlgas di bidang
pemerintahan des4 pemberdayaar dan pembangunan masyarakat.
Dengan demikian setelah mengetahui kewenangan yang ada di desa, maka
ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu :
1. Membentuk organisasi yang s€suai untuk melakasnakan kewenangan
tersebut yang didasa*an pada kewenangan desa bukan atas keinginan atau
kebutuhan pihak luar. Sistem kelembagaannya harus jelas strukur, tugas
dan fungsi perangkat organisasinya yang kemudian diatur dan ditetapkan
dalam perda.
2, Adanya pengalokasian anggaran dari pemerintah kabupaten untuk desa
(dana perimbangan kabupaten dan desa).
3. Meningkatkan capital ele errl govemdnce desa yang bisa didapatkan dari
dalam desa dan luardesa.
4. Menyusun rencana strategik pembangunan desa yang diuraikan dalam
rencana opemsional taiunan.
Dari rahapan-talapan teNebut di atas mala akan lercapai suatu pelaksanaan
kewenangar desa yang bisa dipertanggung jawabkan dan nantinya akan lebih
meningkatkan pendapa&an asli desa guna memperlancar pelaksana"an otonomi
desa.
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